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ABSTRAK 

 

(A) Nama : Aldobeli Leonard (205150140) 

 (B) Judul Skripsi: “Reformulasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Untuk Menanggulangi 

Perbuatan Pelaku Pemasungan Penyandang Skizofrenia.”  

(C) Halaman : vii + 108 + 2020.  

(D) Kata Kunci : Ketentuan Pidana, Perbuatan Pemasungan, Pelaku Pemasungan. 

(E) Isi Abstrak  

Tindakan pemasungan merupakan suatu perbuatan yang tercela dan juga melanggar 

hak seseorang untuk bergerak bebas, hak untuk hidup. Hukum di Indonesia telah 

mengatur tentang ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2014 

tentang kesehatan jiwa, Akan tetapi dalam undang-undang tersebut Pasal 86 terkait 

dengan pemasungan, tidak mengatur secara khusus untuk ketentuan yuridisnya. 

Terkait dengan hal tersebut penulis menilai pentingnya menganalisa tindak pidana 

dalam undang-undang kesehatan jiwa dikaitkan dengan kitab undang-undang 

pidana pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan. kasus pemasungan belum 

melakukan tindakan yuridis sesuai dengan pasal 86 dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mengacu pada ketentuan pidana 

lainnya. 

(F) Acuan :  

(G) Pembimbing : Dr. Hery.Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. 

(H) Penulis : Aldobeli Leonard 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

UUD NKRI adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia. 

ODGJ adalah Orang Dalam Gangguan Jiwa.  

ODMK adalah Orang Dalam Masalah Kejiwaan.  

KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

KEMENKES adalah Kementerian Kesehatan. 

DINSOS adalah Dinas Sosial.  

WNI adalah Warga Negara Indonesia. 

HAM adalah Hak Asasi Manusia. 

BPHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

 

 

  


